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Putusan Mahkamah Konstitusi

• Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum :

• ”dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan
tempat Pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan
tempat Pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung
jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanya
pemilu.”



Potensi Permasalahan

• Terjadinya pembelahan institusi-institusi pendidikan ke dalam
aliran-aliran kekuatan politik tertentu selama pelaksanaan
kampanye yang dapat mempengaruhi Susana pembelajaran.

• Terjadinya polarisasi warga satuan Pendidikan atau civitas
akademika, dan bagi Pegawai Negeri Sipil akan berbenturan
dengan prinsip netralitas PNS dalam Peraturan Pemerintah Nomor
94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan
melanggar ketentuan larangan keikutsertaan ASN dalam kegiatan
kampanye sebagaimana diatur dalam Ps. 280, Ps. 282, dan Ps. 283
UU Pemilu.

• Kesulitan pengaturan jadwal yang adil dan tidak berpihak dengan
banyaknya jumlah peserta Pemilu.



Menjaga Netralitas Tempat
Pendidikan (1)
• Area kampanye hanya di perguruan tinggi

a. gedung serbaguna;

b. halaman; dan/atau

c. lapangan,

yang tidak digunakan untuk belajar mengajar atau ibadah.

• Waktu pelaksanaan kampanye

Di luar hari pembelajaran



Menjaga Netralitas Tempat
Pendidikan (2)
• Pemberi izin

Pimpinan perguruan tinggi

• Prinsip pemberian izin

a. adil;

b. terbuka;

c. proporsional;

d. tidak berpihak kepada salah satu Peserta Pemilu;

e. tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar;

f. tidak mengganggu netralitas dan suasana kondusif dalam

pembelajaran



Menjaga Netralitas Tempat
Pendidikan (3)
• Peserta kampanye

mahasiswa di perguruan tinggi yang bersangkutan dan

tidak melibatkan pihak yang dilarang

• Metode kampanye

a. pertemuan terbatas;

b. pertemuan tatap muka;

c. debat calon.
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